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PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA DUMAI

	NAMA MAHASISWA
	:
	SILVIA RAHMADANI

	NIM
	:
	2110090811068



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menanggulangi angka kemiskinan, serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 8 orang, yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pejabat Fungsional, serta 5 orang masyarakat miskin penerima manfaat program.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai peran, di antaranya penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT melalui mekanisme Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), verifikasi lapangan, dan penyaluran non-tunai yang lebih transparan. Selain itu, program pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pelatihan keterampilan, konseling, dan pendampingan sosial juga dijalankan . Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, ketidakakuratan data, kerumitan birokrasi, kurangnya sosialisasi, serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan.
Adapun faktor pendukung peran Dinas Sosial antara lain komitmen pembaruan data DTKS, adanya inovasi pelayanan berbasis digital dan Mal Pelayanan Publik, kolaborasi lintas sektor dengan instansi maupun swasta, serta program pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemandirian . Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Dumai telah berada pada jalur yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek akurasi data, perluasan program pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas aparatur agar dapat memenuhi harapan masyarakat serta mencapai efektivitas berkelanjutan.
Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, Kota Dumai
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PENDAHULUAN


A. [bookmark: _Toc196340295][bookmark: _Toc214211856]Latar Belakang Masalah
Bagi Indonesia persoalan kemiskinan menjadi satu persoalan tersendiri yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, dan diperlukan suatu strategi yang terpadu. Hal ini karena persoalan kemiskinan lebih bersifat multi dimensi dari pada persoalan lainnya yang dihadapi oleh bangsa ini. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor kehidupan.
Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahdi, 2001).


Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan (Soegijoko & (ed), 1997:137). Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, 
1

keterbelakangan, dan keterpurukkan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi (Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas). 
Timbulnya krisis ekonomi tersebut, maka pemerintah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk. Aktivitas program ini: 1) Program keamanan pangan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk keluarga miskin; 2) Program pendidikan dan perlindungan sosial; 3) Program kesehatan melaui aktivitas memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarha miskin; 4) Program padat karya untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin (Remi, 2002:29-30).
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan yang semakin baik telah menjadikan Kota Dumai sebagai daerah yang berpotensial bagi perkembangan sektor industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini merupakan daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk datang ke Kota Dumai, baik dengan tujuan bisnis, wisata, maupun untuk mencari pekerjaan, tentunya hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi dinamika kehidupan sosial masyarakat, kerena dengan perkembangan sektor tersebut di atas dapat mendorong berkembangnya permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti gelandangan, pengemis, pengangguran, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, kriminalitas, dan narkoba. Dan pokok permasalahan yang paling utama adalah pengaruhnya terhadap angka kemiskinan yang timbul di Kota Dumai itu sendiri.
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kemudian didasarkan pada Peraturan Presiden RI No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Dumai membuat Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dalam rangka membentuk Dinas Sosial yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Kedudukan
1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. 
2) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penanganan Bencana serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
c. Fungsi
a) penyusunan perencanaan bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat; 
b) penyiapan perumusan kebijakan/peraturan sebagai kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat; 
c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat; 
d) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat; 
e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
f) penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di pahami bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Kota Dumai.
Peranan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, baik di tingkat Kota maupun di tingkat Kecamatan yang juga mendapat perhatian dari pemerintah.
Tugas atau Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menanggulangi angka kemiskinan, yaitu dengan langkah-langkah sebagai  berikut:
1. Melaksanakan pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mengembangkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,
3. Memperluas Ketahanan Sosial Masyarakat.
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang berbasis Kesejahteraan Sosial.
Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi tingkat kemiskinan yang muncul di wilayah Kota Dumai. Usaha ini meliputi serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta ketahanan keluarga, memperkuat peran dan efektivitas Organisasi Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Profesi, memanfaatkan sumber dana sosial, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat terpenuhi.
Kegiatan untuk meningkatkan peran Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial, pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga memiliki wawasan dan penunjang dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Dumai yaitu sebagai berikut:
[bookmark: _Toc214210874]Tabel I. 1 
Jumlah peserta Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) di Kota Dumai Tahun 2021-2024
	No
	Tahun
	Jumlah Penerima

	1
	2021
	46.682 KK

	2
	2022
	46.523 KK

	3
	2023
	45.191 KK

	4
	2024
	46.899 KK


Sumber Data : Kantor Dinas Sosial kota Dumai 2025
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Kota Dumai ada pengurangan dan juga penaikan sampai dengan tahun 2024. Hal ini berarti Pemerintah melalui Dinas yang menangani masalah kemiskinan belum berperan secara baik. Angka kemiskinan pada tingkat Kecamatan yang ada di Kota Dumai yang ternyata masih belum merata dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan di Kota Dumai secara merata sebagaimana pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc214210875]Tabel I. 2 
Jumlah Penerima DTKS Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024
	No.
	Kecamatan
	Jumlah Penduduk
	Penerima DTKS

	1
	Dumai Barat
	49.365
	6.646 KK

	2
	Dumai Kota
	46.789
	5.433 KK

	3
	Dumai Timur
	75.439
	10.107 KK

	4
	Dumai Selatan
	55.276
	6.600 KK

	5
	Bukit Kapur
	56.565
	7.595 KK

	6
	Sungai Sembilan
	46.298
	7.548 KK

	7
	Medang Kampai
	19.658
	2.970 KK

	Total
	349.390
	46.899 KK


Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Kota Dumai 2025
Tabel di atas menunjukan bahwa angka kemiskinan per Kecamatan yang paling tinggi angka kemiskinannya yaitu Kecamatan Dumai Timur 10.107 KK. Berdasarkan data di atas bahwa angka kemiskinan di Kota Dumai dilihat dari per Kecamatannya masih cukup tinggi hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti mata pencaharian masyarakatnya yaitu bertani, pedagang dan nelayan tradisional.
Berikut ini jumlah masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Kecamatan pada tahun 2024 di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagaimana pada tabel berikut: 






[bookmark: _Toc214210876]Tabel I. 3 
Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang Tidak Terdaftar di DTKS Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024
	No.
	Kecamatan
	Jumlah Penduduk
	Tidak Terdaftar DTKS

	1
	Dumai Barat
	49.365
	4.317 KK

	2
	Dumai Kota
	46.789
	2.580 KK

	3
	Dumai Timur
	75.439
	9.260 KK

	4
	Dumai Selatan
	55.276
	4.984 KK

	5
	Bukit Kapur
	56.565
	5.257 KK

	6
	Sungai Sembilan
	46.298
	3.831 KK

	7
	Medang Kampai
	19.658
	1.104 KK

	Total
	349.390
	31.333 KK


Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Kota Dumai 2025
Berdasarkan informasi yang di dapat pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) paling banyak terdapat di Kecamatan Dumai Timur, yaitu sebanyak 9.260 KK. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih kurang efektifnya Pemerintah dalam menjalankan proses pendataan, sehingga banyak masyarakat tidak mampu di Kota Dumai yang belum terjangkau oleh pendataan DTKS. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan tersembunyi di luar data resmi masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal pendataan dan pemerataan bantuan sosial. Faktor-faktor seperti kurangnya akses informasi, wilayah yang sulit dijangkau, serta ketidaksesuaian data administrasi kemungkinan menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam DTKS.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tidak hanya berhenti pada langkah awal dalam menangani masalah kemiskinan, tetapi terus berupaya untuk memperkuat program-program yang sudah ada serta merancang program-program baru guna mengurangi angka kemiskinan di Kota Dumai. Salah satu peran penting yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.
Guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan objektif terhadap permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan suatu kajian ilmiah yang sistematis dan berdasarkan data yang valid. Kebutuhan akan penelitian yang akurat inilah yang menjadi landasan bagi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kota Dumai”
B. [bookmark: _Toc196340296][bookmark: _Toc214211857]Perumusan Masalah Pokok Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Masih adanya masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
2. Masih kurangnya sosialisasi pelaksanaan program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
C. [bookmark: _Toc196340297][bookmark: _Toc214211858]Tujuan dan Kegunaan Peneitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui peran dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kota Dumai.
b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk manambah wawasan terhadap Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kota Dumai.
b. Sebagai bahan pengembangan dan penetapan Ilmu Administrasi khususnya pada Studi Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kota Dumai
c. Sebagai bahan referensi atau bahan masukan bagi peneliti selanjutnya pada penelitian pada permasalahan ini.
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[bookmark: _Toc196340298]


[bookmark: _Toc214211859]BAB II
TELAAH PUSTAKA


A. [bookmark: _Toc196340299][bookmark: _Toc214211860]Kerangka Teori
1. Pengertian Peran
Menurut (Soekanto, 2013:212), Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Soejono Soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal diantaranya sebagai berkut:
1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat sesorang dakam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dakam kehidupan kemasyarakatan.
2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Biddle, 1979). 


Indikator-indikator yang merefleksikan konsep peran sebagaimana dikemukakan oleh Bruce J. Biddle dalam karyanya “Role Theory: 
11

Expectations, Identities, and Behaviors”, dapat diidentifikasi dan dijabarkan sebagai berikut:
1. Expectations (Harapan)
Harapan-harapan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam suatu peran, termasuk apa yang harus dilakukan, bagaimana harus berinteraksi dengan orang lain, dan apa yang harus dicapai. dalam konteks Role Theory, expectations merujuk pada harapan-harapan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam suatu peran. Dengan demikian, expectations merupakan komponen penting dalam Role Theory yang membantu menjelaskan bagaimana individu berperilaku dalam suatu peran dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi perilaku dan kepuasan individu. 
2. Identity (Identitas)
Kata “identitas” berasal dari kata identity berarti ciri-ciri, tanda- tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Seseorang atau sesuatu dapat kita kenal dengan mudah jika seseorang itu memiliki ciri khas pada dirinya, baik itu dari sifatnya yang lucu sehingga kita selalu tertawa dengan tingkah lakunya, ataupun dari wajah yang indah sehingga kita selalu teringat dalam mimpi akan wajahnya. 


3. Behavior (Tingkah Laku)
Dalam teori psikologi mendefinisikan tingkah laku  adalah tindakan atau respons yang ditunjukkan oleh individu dalam berbagai situasi. Hal ini meliputi perilaku yang dapat diamati secara langsung, seperti berbicara, berjalan, atau tertawa, serta perilaku yang tidak langsung, seperti memikirkan atau merasa cemas. Dalam definisi lain, tingkah laku merupakan hasil interaksi antara faktor internal individu, seperti proses kognitif dan emosional, dengan faktor eksternal, seperti lingkungan fisik dan sosial. 
Menurut (Bachtiar, 2014), peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan-perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus di sebelah luar.
Sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu" (Taneko, 2014). 
Sedangkan (Astrid S. Susanto, 2013) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Pendapat Astrid tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.
Peran seorang pemimpin juga dijelaskan oleh (Winardi, 2003:63) sebagai proses yang mencakup arahan dan pengaturan aktivitas dari anggota tim yang berada di bawahnya. Ini mencakup proses penempatan karyawan hingga pembagian tugas.
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Rivai (2004:148), yang menerangkan bahwa “Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu”. Artinya, tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadisos) sebagai aparatur pelaksana penegak peraturan-peraturan dalam bidang sosial di daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013). Margono Slamet mendefinisikan peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat” (Slamet, 2014).
Dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dimainkan oleh pemimpin dengan menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dalam masyarakat. Dan adapun maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa Kepala Dinas Sosial (Kadisos) memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, maka Dinas Sosial memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Peranan Dinas Sosial 
Sebagai satuan kerja perangkat daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Peran atau upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Dumai antara lain: 
1. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
2. Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 
3. Memperluas ketahanan sosial masyarakat. 
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur yang berbasis kesejahteraan sosial. 
Berdasarkan peran atau upaya-upaya tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik, sebagai berikut: 
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui kegiatan: 
a. Pelatihan Keterampilan, Pembentukan dan Program Keluarga Harapan (PKH).
b. Bantuan Perbaikan Perumahan Fakir Miskin/Tidak Layak Huni. 
2. Program Pembinaan Anak Terlantar melalui Kegiatan Pendataan Anak Terlantar. 
3. Program Pembinaan Panti Asuhan melalui Kegiatan Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
3. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan fenomena universal yang memiliki beragam dimensi, sehingga cakupannya sangat luas dan dipahami secara berbeda oleh setiap masyarakat yang mengalaminya. Oleh karena itu, tidak terdapat satu definisi tunggal tentang kemiskinan yang dapat diterima secara universal dan berlaku untuk semua negara di setiap waktu, tanpa mempertimbangkan struktur sosial serta tingkat pembangunan masing-masing negara (Rachmad, 2018).
Secara umum, kemiskinan mencerminkan dan mencakup berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang kompleks. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keterbatasan asupan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, penghasilan yang minim, tingginya angka pengangguran, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, akses pendidikan yang terbatas, pekerjaan yang tidak stabil, pola pikir yang tertinggal, serta sikap hidup yang kurang produktif. Oleh sebab itu, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga mencakup kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual (Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh, 1988:31).
Menurut John Friedman (1979), kemiskinan diartikan sebagai ketimpangan dalam akses terhadap akumulasi kekuatan sosial, yang mencakup modal produksi, sumber daya finansial, serta keterlibatan dalam organisasi sosial dan politik. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor sosial dan pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, Jeremy (2006:20) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan yang bersifat absolut, di mana individu tidak memiliki ketersediaan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Seseorang atau suatu kelompok dikategorikan miskin apabila mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kondisi kesehatan, asupan gizi, serta tingkat kesejahteraan secara keseluruhan.
Dadang Juliantara (2004:140) mengidentifikasi lima faktor utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan munculnya fenomena kemiskinan, yaitu: 
1. Rendahnya kapasitas lahan pertanian yang dimiliki, 
2. Lokasi pemukiman yang terpencil serta minimnya fasilitas dan infrastruktur, 
3. Keterbatasan dalam penguasaan modal dan teknologi, 
4. Lemahnya peran institusi formal maupun informal dalam mendukung proses pembangunan, dan 
5. Terbatasnya akses masyarakat terhadap berbagai peluang usaha yang tersedia.
Menurut Jeremy (2006), kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:
1. Kemiskinan absolut, yaitu kondisi ketika seseorang benar-benar tidak memiliki harta atau sumber daya apa pun untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Individu dalam kategori ini hidup dalam kesulitan yang terus-menerus. Secara figuratif, mereka digambarkan sebagai orang tua yang lemah, kurus, dan tampak lesu.
2. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan dengan individu lain di sekitarnya, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik atau lebih sejahtera.
Syahrizal (2006:8) membagi tingkat kemiskinan dengan mengacu pada jumlah pengeluaran per kapita per tahun, yang dinyatakan dalam satuan ekuivalen beras lokal. Di wilayah non-perkotaan, kriteria tingkat kemiskinan tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. Sangat miskin atau melarat, ditandai dengan pengeluaran per kapita per tahun yang tidak melebihi 180 kg beras.
2. Sangat miskin, yaitu apabila pengeluaran per kapita per tahun berada di antara 180 kg hingga 240 kg beras.
3. Miskin, ditandai dengan pengeluaran per kapita per tahun berkisar antara 240 kg hingga 320 kg beras.
4. Hampir miskin, jika pengeluaran per kapita per tahun berada dalam rentang 320 kg hingga 480 kg beras.
5. Tidak miskin, apabila pengeluaran per kapita per tahun melebihi 480 kg beras.
Kota Dumai menetapkan kriteria penduduk miskin dengan mengacu pada garis kemiskinan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan tersebut merupakan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Pada tahun 2023, garis kemiskinan Kota Dumai tercatat sebesar Rp601.348 per kapita per bulan, sehingga penduduk dengan pengeluaran di bawah angka ini digolongkan sebagai miskin. Selain garis kemiskinan, pengukuran juga memperhitungkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menggambarkan seberapa jauh dan seberapa timpang kondisi penduduk miskin dibandingkan garis kemiskinan. Pemerintah Kota Dumai juga memperkuat identifikasi penduduk miskin melalui proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan bersama kelurahan, kecamatan, perangkat RT, dan pendamping sosial. Mekanisme ini memastikan bahwa data kemiskinan, termasuk kategori miskin ekstrem, sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial maupun program intervensi pemerintah lainnya.
Kemiskinan masih menjadi persoalan besar di negeri ini. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya, fenomena tersebut belum juga dapat terselesaikan. Walaupun data kemiskinan di Indonesia terus mengalami dinamika, namun didalamnya masih terdapat fakir dan miskin.
Perbedaan utama antara fakir dan miskin terletak pada tingkat kekurangan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali, bahkan tidak mampu memenuhi kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Sementara itu, miskin adalah orang yang memiliki penghasilan atau harta, namun jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi sebagian besar atau seluruh kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
4. Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan (poverty alleviation) dipahami sebagai kebijakan struktural dan strategis yang dirancang untuk menangani akar penyebab kemiskinan, bukan hanya sebagai tindakan jangka pendek. Nasikun (2002) menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan harus memperkuat akses kaum miskin ke sumber daya, teknologi, dan pasar, serta menstruktur ulang ekonomi agar mereka memiliki “bargaining power” yang lebih besar. Kebijakan ini tidak hanya berupa bantuan, tetapi harus dianggap sebagai gerakan sosial yang memperkuat basis institusional masyarakat miskin untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 
Aulia et al. (2021) juga menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi jangka panjang dan berkelanjutan, karena kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Mereka mencatat bahwa banyak program pemerintah tidak berjalan optimal karena implementasi yang menyimpang dari rencana dan kurangnya pemahaman terhadap kondisi miskin di lapangan. 
Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia menurut Astuty (dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) mencakup subsidi, program berbasis rakyat, dan pembangunan ekonomi inklusif. Astuty menyoroti bahwa model kapitalis jika dibiarkan saja akan memperkuat kesenjangan, sehingga pemerintah perlu campur tangan agar bagian “residu pembangunan” (yang tidak terlayani oleh pembangunan kapitalis) bisa ditangani melalui program penanggulangan kemiskinan. 
Sebagai contoh nyata dari penerapan strategi penanggulangan, Fadilla & Sinurat (2023) melalui penelitian mereka di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa tata kelola dana desa (village fund) berdampak signifikan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan: alokasi dan pengelolaan dana desa dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai penurunan kemiskinan lokal secara sistematis. 
5. Pengurangan Angka Kemiskinan
Sementara itu, pengurangan angka kemiskinan (poverty reduction) lebih berfokus pada penurunan kuantitatif persentase penduduk miskin sebagai hasil metrik indikator sosial-ekonomi. Misalnya, Sarjito (2023) mengkaji efektivitas kebijakan sosial khususnya program bantuan sosial dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program sosial seperti bantuan tunai memiliki dampak signifikan dalam mengurangi beban kemiskinan jangka pendek dan menurunkan statistik kemiskinan, meskipun menghadapi tantangan alokasi dan keadilan distribusi. 
Namun, efektivitas bantuan sosial ini tidak selalu optimal. Haliim & Muhammad (2025) mengkritik dominasi kebijakan bantuan sosial (social assistance) di Indonesia sebagai instrumen pengurangan kemiskinan jangka pendek yang punya kelemahan struktural. Mereka menyatakan bahwa kebijakan seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sering bersifat politis dan tidak menyelesaikan akar penyebab kemiskinan, seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan reformasi struktural. 
Dalam kasus lokal, Nasution & Satria (2022) menggunakan Analytic Network Process (ANP) untuk mengukur efektivitas program bansos di desa Bandar Khalifah dan menemukan bahwa bantuan sosial paling efektif jika diarahkan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang kemudian secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan jangka pendek. 
B. [bookmark: _Toc196340300][bookmark: _Toc214211861]Operasional Variabel Penelitian
Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa konsep operasional sebagai berikut:
1. Peran
Peran adalah seperangkat perilaku, tanggung jawab dan harapan yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial, seperti keluarga, organisasi atau masyarakat.
2. Pemerintah daerah 
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Penanggulangan 
Penanggulangan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi, mencegah, atau meminimalkan dampak dari suatu masalah atau keadaan yang tidak diinginkan. Secara umum, penanggulangan mencakup proses pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

4. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keterbatasan asupan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, penghasilan yang minim, tingginya angka pengangguran, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, akses pendidikan yang terbatas, pekerjaan yang tidak stabil, pola pikir yang tertinggal, serta sikap hidup yang kurang produktif.
5. Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, serta tindakan nyata. Peran ini meliputi penyusunan kebijakan strategis, penyediaan anggaran, pelaksanaan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas program yang dijalankan. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami serta dapat mengakses berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tersedia. Dengan demikian, pemerintah bertindak sebagai pengarah, pelaksana, fasilitator, dan pengawas dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Dalam Penulisan ini menggunakan teori Bruce J. Biddle. Dan adapun sub indikatornya yaitu sebagai berikut :
1) Expectations (Harapan)
Harapan-harapan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam suatu peran, termasuk apa yang harus dilakukan, bagaimana harus berinteraksi dengan orang lain, dan apa yang harus dicapai. Harapan masyarakat dan pemerintah terhadap Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam konteks penanggulangan kemiskinan:
a) Dinas Sosial diharapkan menyediakan program bantuan sosial yang tepat sasaran (seperti BLT, PKH, dan sembako).
b) Diharapkan mampu memetakan dan memverifikasi data warga miskin secara akurat dan berkelanjutan.
c) Harapan agar Dinas Sosial dan Pemberdayaan kota Dumai berkolaborasi dengan lembaga lain (non-profit, swasta, dan instansi pemerintah lainnya) dalam upaya pengentasan kemiskinan.
d) Diharapkan mampu melayani masyarakat miskin secara cepat, adil, dan transparan.
e) Masyarakat berharap adanya pendampingan dan pelatihan ekonomi produktif untuk meningkatkan kemandirian warga miskin.
2) Identity (Identitas)
Kata “identitas” berasal dari kata identity berarti ciri-ciri, tandatanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas atau karakteristik peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam isu kemiskinan di kota Dumai:
a) Dikenal sebagai instansi pemerintah yang berperan langsung dalam menangani isu-isu sosial, khususnya kemiskinan.
b) Memiliki identitas sebagai penghubung utama antara masyarakat miskin dan akses terhadap bantuan sosial.
c) Dinas Sosial dan Pemberdayaan kota Dumai memiliki ciri khas pelayanan publik berbasis welas asih dan keadilan sosial.
d) Teridentifikasi sebagai lembaga yang mempromosikan kesetaraan sosial dan inklusi kelompok rentan.
e) Identitasnya juga melekat sebagai pengelola program-program pemerintah pusat dan daerah terkait kesejahteraan sosial.
3) Behavior ( Tingkah Laku)
Tingkah laku adalah tindakan atau respons yang ditunjukkan oleh individu dalam berbagai situasi. Hal ini meliputi perilaku yang dapat diamati secara langsung, seperti berbicara, berjalan, atau tertawa, serta perilaku yang tidak langsung, seperti memikirkan atau merasa cemas. Perilaku nyata yang ditunjukkan Dinas Sosial dalam menjalankan perannya di lapangan:
a) Melakukan survei dan pendataan secara langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin.
b) Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
c) Menyalurkan bantuan sosial tunai dan non-tunai secara rutin dan terjadwal.
d) Memberikan konseling dan pendampingan sosial bagi warga yang mengalami masalah sosial dan ekonomi.
e) Berperilaku responsif terhadap keluhan masyarakat melalui layanan pengaduan sosial
C. [bookmark: _Toc214211862]Kerangka Berfikir
Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran yang menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui kerangka berpikir, peneliti berupaya menggambarkan bagaimana teori dan konsep yang relevan dijadikan dasar untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.
Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun berdasarkan Teori Peran (Role Theory) yang dikemukakan oleh Bruce J. Biddle (1979), yang menekankan bahwa peran individu atau lembaga dapat dipahami melalui tiga aspek utama, yaitu expectations (harapan), identity (identitas), dan behavior (tingkah laku). Ketiga aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menjalankan perannya dalam menanggulangi angka kemiskinan.
Kerangka berpikir ini juga menghubungkan teori peran dengan implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Melalui hubungan antara teori dan praktik tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas peran Dinas Sosial dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Dumai.
[bookmark: _Toc214211538]Gambar II. 1 
Kerangka Berfikir Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kota Dumai
Teori Bruce J. Biddle (1979: 58)

1. Expectations (Harapan)
· Harapan masyarakat dan pemerintah terhadap peran Dinas Sosial.
· Harapan adanya program bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
2. Identity (Identitas)
· Identitas Dinas Sosial sebagai lembaga penggerak program kesejahteraan sosial.
· Ciri khas sebagai instansi pelayan publik yang berorientasi pada keadilan sosial.
3. Behavior (Tingkah Laku)
· Tindakan nyata Dinas Sosial seperti pendataan, penyaluran bantuan, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan masyarakat miskin.
Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

1. Pelaksanaan program bantuan sosial (PKH, BPNT, BLT).
2. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan KUBE.
3. Verifikasi dan pembaruan data melalui DTKS.
4. Kolaborasi lintas sektor dengan lembaga lain.
5. Pengawasan dan evaluasi penyaluran bantuan.
6. Inovasi pelayanan publik berbasis digital.
7. Pelayanan sosial dan konseling masyarakat miskin.
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA DUMAI









Sumber: Peneliti 2025
28
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[bookmark: _Toc214211863]BAB III
METODOLOGI PENELITIAN


A. [bookmark: _Toc196340302][bookmark: _Toc214211864]Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang berada di jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan mudah dijangkau peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan proposal penelitian ini.
B. [bookmark: _Toc196340303][bookmark: _Toc214211865]Populasi dan Sampel
Menurut Soewadji (2012:129), populasi merujuk pada keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran dalam suatu penelitian, yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, peristiwa, gejala, maupun hasil tes yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan sebagai sumber data penelitian. Sementara itu, Nawawi (1983) mendefinisikan populasi sebagai sekumpulan objek penelitian yang mencakup individu, hewan, benda, fenomena, ataupun kejadian-kejadian yang memiliki ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. 
Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pejabat Fungsional Perlindungan Jaminan Sosial dan masyarakat miskin yang berjumlah 5 (lima) orang yang ada di Kecamatan Dumai Timur. 
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Sampel adalah jumlah dari bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiyono (2017:85), purposive sampling merupakan suatu teknik penentuan sampel secara tidak acak yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Pemilihan subjek dalam teknik ini dilakukan secara selektif terhadap individu atau kelompok yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik yang relevan dan signifikan terhadap fokus dan tujuan penelitian. 
Teknik ini umumnya digunakan dalam pendekatan kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual. Dengan demikian, penggunaan teknik ini memberikan fleksibilitas metodologis dalam menjawab pertanyaan penelitian secara lebih tepat dan komprehensif.
Adapun teknik pengambilan sampel (informan) yaitu dengan menggunakan teknik Purposive Sampling karena peneliti ingin mencari seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek situasi sosial yang diteliti. 
Untuk lebih jelas populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:




[bookmark: _Toc214210889]Tabel III. 1 
Informan Penelitian
	No.
	Informan
	Jumlah

	1
	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
	1

	2
	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
	1

	3
	Pejabat Fungsional Perlindungan Jaminan Sosial
	1

	4
	Masyarakat Miskin
	5

	Jumlah
	8



Sumber: Data Olahan Peneliti 2025

C. [bookmark: _Toc196340304][bookmark: _Toc214211866]Jenis dan Sumber Data
Data yang diperlukan dan berhasil peneliti kumpulkan antara lain:
1. Data Primer
Sugiyono (2017) menyatakan bahwa data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses pengumpulan oleh peneliti sendiri, yang digunakan untuk mendukung dan menjawab tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari responden mengenai usaha-usaha atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Kota Dumai, Provinsi Riau beserta tanggapan masyarakat Kota Dumai terhadap peranan atau upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.


1. Data Sekunder
Menurut Jusuf Soewadji (2012:147) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diperoleh dari publikasi yang sudah dalam bentuk jadi, meliputi:
a. Sejarah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
b. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
c. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
d. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
e. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
D. [bookmark: _Toc196340305][bookmark: _Toc214211867]Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data untuk menunjang hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara menurut Sugiyono Sugiyono (2017:114) merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 
Menurut Neuman (2013:147), Wawancara biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk tujuan penelitian dengan cara berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan narasumber. 
2. Observasi
Menurut Sugiyono (2017:203) observasi merupakan suatu proses yang detail, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan juga psikologis. Dua diantara yang terpenting dalam proses observasi adalah proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipan. Menurut Suwandi (2008:109) Observasi non partisipan adalah sebuah proses obesrvasi dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent
3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2017:206) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
E. [bookmark: _Toc196340306][bookmark: _Toc214211868]Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2017:482) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Adapun proses analisis data kualitatif, data yang muncul berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dan bukan rangkaian angka. Data tersebut dapat dikumpulkan dalam aneka macam cara. Dalam penelitian ini dikumpulkakan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman (2014) Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusus secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Adapun proses analisis dalam penelitian ini yaitu:
1. Analisis Sebelum Penelitian 
Sebelum peneliti mengambil data di lapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis terhadap data hasil dari studi pendahuluan tentang “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kota Dumai” atau data sekunder untuk kemudian menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan.
2. Analisis Selama dan Setelah di Lapangan
Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Secara umum, penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Peneliti akan melakukan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini terdiri dalam tiga tahap yaitu:
a. Reduksi Data
Menurut (Sugiyono, 2017) Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan deskripsi yang lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
Dalam penelitian ini reduksi data merangkum dari hasil wawancara pada narasumber. Data yang di peroleh di pilih, di rangkum lalu di fokuskan hal hal yang penting mengenai peran dinas sosial dalam penanggulangan angka kemiskinan di Kota Dumai, Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kota Dumai, serta cara mengatasi masalah yang terjadi pada penanggulangan angka kemiskinan di Kota Dumai. Kemudian, peneliti memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pelaksanaan penanggulangan angka kemiskinan, Faktor penyebab tingginya angka kemiskinan dan cara mengatasi masalah angka kemiskinan di Kota Dumai.
b. Display Data (Penyajian Data)
Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2017:249).
Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian (narasi), foto, dan tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami dan memudahkan dalam merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami tentang Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kota Dumai.
c. Kesimpulan Dan Verifikasi
Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif merupakan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017:252) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti sudah dikemukakan bahwa masalah serta perumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
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[bookmark: _Toc214211869]BAB IV
GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI


1. [bookmark: _Toc198722885][bookmark: _Toc214211870]Sejarah Kantor Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan perangkat daerah yang memegang peran penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang sosial serta pemberdayaan masyarakat. Sebelum berdiri secara mandiri, fungsi dan tugas-tugas yang kini menjadi tanggung jawab dinas ini dulunya berada di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan tuntutan pelayanan publik, maka pada tahun 2008 dibentuklah Dinas Sosial Kota Dumai sebagai entitas mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008. 
Sejak saat itu, perjalanan kelembagaan terus mengalami penyempurnaan, salah satunya melalui perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011. Kemudian pada tahun 2016 kembali diatur dalam Perda Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan terakhir disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 yang berlaku sebagai landasan hukum terbaru mengenai perubahan atas susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
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Sebagai bentuk operasionalisasi dari regulasi tersebut, kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi dinas diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki ruang lingkup kerja yang luas dan terintegrasi, yang meliputi bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun struktur organisasinya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat (yang membawahi subbagian ketatausahaan, keuangan dan aset), serta empat bidang teknis yang masing-masing membawahi jabatan fungsional tertentu sesuai bidangnya, termasuk keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mendukung pelaksanaan teknis lapangan secara langsung.
Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Letak geografis kantor ini cukup strategis karena berada di lingkungan perkantoran pemerintahan kota. 
Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis di bidang sosial, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta menyediakan layanan administrasi dan teknis lainnya yang menunjang keberhasilan program. Peran dinas ini sangat vital dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memberdayakan masyarakat desa/kelurahan, serta menanggulangi dampak sosial akibat bencana dan permasalahan lainnya.
Seiring dengan penyusunan dan penyesuaian visi daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga mengemban peran penting dalam menyukseskan Visi Pemerintah Kota Dumai 2021–2026, yakni "Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu." Visi ini mengandung makna strategis bahwa pembangunan Kota Dumai tidak hanya ditujukan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dinas ini turut mendukung pelaksanaan dua misi utama dalam Kota Dumai yang relevan, yaitu:
a. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri, serta
b. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas, termasuk dalam aspek penguatan kapasitas sosial masyarakat.
Tujuan strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026 mencakup:


1. Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
2. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan
3. Meningkatkan penanggulangan korban bencana.
Untuk mendukung capaian tersebut, dinas ini menyusun program kerja yang terintegrasi, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi capaian kinerja. Salah satu indikator keberhasilan yang dicapai pada tahun 2023 adalah terpenuhinya 100% kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti. 
Secara keseluruhan, keberadaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai bukan hanya sekadar perangkat administratif, melainkan sebagai pilar utama dalam memperkuat jaringan sosial, mewujudkan keadilan sosial, serta menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan dan masyarakat adat di Kota Dumai.
1. [bookmark: _Toc198722886][bookmark: _Toc214211871]Keadaan dan Komposisi Pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Keadaan dan komposisi pegawai dalam suatu organisasi merupakan elemen penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam pelaksanaan tata kearsipan. Keadaan ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu kuantitas (jumlah pegawai) dan kualitas (latar belakang pendidikan, masa kerja, dan pengalaman kerja). Pada Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, jumlah keseluruhan pegawai pada tahun 2025 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Penunjang Kegiatan (TKPK) atau pegawai honor.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2025, terdapat 29 orang PNS dan 26 orang tenaga honor (TKPK). Dengan jumlah total pegawai sebanyak 55 orang, keberadaan pegawai ini berperan penting dalam mendukung proses administrasi, termasuk dalam pengelolaan dan pelaksanaan sistem kearsipan yang baik dan sesuai prosedur.
[bookmark: _Toc198722887]Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam organisasi pemerintahan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun, perbedaan jenis kelamin sering kali mencerminkan dinamika dan distribusi kerja dalam unit kerja tertentu, termasuk dalam pelaksanaan tugas kearsipan. Di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dirinci sebagai berikut:
[bookmark: _Toc214210895]Tabel IV. 1 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2025
	No
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	Laki-laki
	8
	7
	15 Orang
	27,27%

	2
	Perempuan
	21
	19
	40 Orang
	72,73%

	Total
	29
	26
	55 Orang
	100%


Sumber data: Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025.
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai perempuan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai jauh lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki. Pegawai perempuan berjumlah 40 orang (72,73%), sementara pegawai laki-laki sebanyak 15 orang (27,27%). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas tugas dan pekerjaan, termasuk dalam pengelolaan administrasi dan tata kearsipan, lebih banyak dilakukan oleh pegawai perempuan.
Keberadaan tenaga kerja yang didominasi oleh perempuan menunjukkan bahwa peran perempuan di instansi ini cukup signifikan, terutama dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa kesetaraan gender dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, sudah mulai terwujud.
1. [bookmark: _Toc198722888]Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, faktor usia pegawai merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Komposisi usia pegawai berpengaruh terhadap efektivitas kerja, adaptasi terhadap teknologi, serta kesinambungan organisasi ke depannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelompokan data pegawai berdasarkan rentang usia guna mengetahui dinamika usia pegawai yang ada.
Diketahui bahwa Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun 2025 memiliki total 55 pegawai, yang terdiri dari 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 tenaga kontrak/honor/TKPK. Adapun rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan kelompok usia ditampilkan dalam Tabel II.2 berikut:
[bookmark: _Toc214210896]Tabel IV. 2 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2025
	No
	Umur (Tahun)
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	21-30
	2
	5
	7 Orang
	12,73%

	2
	31-40
	5
	10
	15 Orang
	27,27%

	3
	41-50
	10
	8
	18 Orang
	32,73%

	4
	51-60
	12
	3
	15 Orang
	27,27%

	Jumlah
	29
	26
	55 Orang
	100%


Sumber Data: Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelompok usia terbanyak berada pada rentang usia 41–50 tahun, yaitu sebanyak 18 orang (32,73%), disusul oleh kelompok usia 31–40 tahun dan 51–60 tahun, masing-masing sebanyak 15 orang (27,27%). Sementara itu, kelompok usia termuda (21–30 tahun) berjumlah 7 orang (12,73%).
Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada usia produktif dan berpengalaman, sehingga berpotensi memberikan kontribusi yang optimal terhadap pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun demikian, kehadiran pegawai usia muda juga penting untuk menunjang regenerasi pegawai serta penerapan inovasi dan teknologi baru, khususnya dalam pengelolaan sistem kearsipan digital.
Dari sudut pandang manajemen kearsipan, keberagaman usia pegawai dapat menjadi potensi dalam membangun sinergi antargenerasi, di mana pegawai yang lebih senior dapat membimbing pegawai yang lebih muda, sementara pegawai yang lebih muda dapat membawa pendekatan kerja yang lebih dinamis dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, struktur usia yang seimbang ini perlu dijaga agar proses pelaksanaan tata kearsipan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
2. [bookmark: _Toc198722889]Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan pegawai sangat memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami, mengelola, serta mendokumentasikan informasi secara tertib dan efisien. Pendidikan formal yang memadai mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam memahami sistem kearsipan modern yang berbasis digital maupun manual.
Pada Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, pegawai terdiri dari dua kelompok besar yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Pengelola Kesejahteraan Sosial (TKPK) atau pegawai honor. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah pegawai secara keseluruhan berjumlah 55 orang, yang terdiri dari 29 orang PNS dan 26 orang TKPK.
Dari data yang tersedia, tingkat pendidikan para pegawai menunjukkan dominasi pendidikan tinggi (S1 dan S2), yang memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan administrasi dan tata kelola organisasi, termasuk pengelolaan arsip. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc214210897]Tabel IV. 3 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2025
	No
	Pendidikan
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	SMA
	3
	3
	6 Orang
	10,91%

	2
	DIII
	2
	5
	7 Orang
	12,73%

	3
	S1
	10
	19
	29 Orang
	52,73%

	4
	S2
	11
	2
	13 Orang
	23,63%

	Jumlah
	29
	26
	55 Orang
	100%


Sumber data: Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas pegawai memiliki pendidikan pada jenjang Strata 1 (S1) sebanyak 29 orang (52,73%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di lingkungan kantor ini telah memenuhi kualifikasi akademik yang relevan untuk menunjang pelaksanaan tugas, termasuk dalam pengelolaan sistem kearsipan. Selanjutnya, terdapat 13 orang (23,63%) yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang Strata 2 (S2), yang menandakan adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang manajerial dan spesialisasi.
Sementara itu, pegawai dengan latar belakang Diploma III (D-III) berjumlah 7 orang (12,73%), dan pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 6 orang (10,91%). Meski proporsinya kecil, pegawai dari dua kategori pendidikan terakhir ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung pekerjaan administratif dan operasional di lapangan.
Kondisi ini mencerminkan bahwa Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah memiliki sumber daya manusia dengan kualitas pendidikan yang cukup baik. Hal ini menjadi modal penting dalam menerapkan sistem kearsipan yang tertib, akuntabel, dan sesuai standar. Adanya tenaga kerja dengan jenjang pendidikan tinggi memungkinkan adaptasi lebih cepat terhadap teknologi informasi kearsipan serta penerapan kebijakan administrasi secara tepat.
Dengan komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kearsipan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memiliki potensi yang besar untuk berjalan dengan efisien, sistematis, dan profesional, selama diikuti dengan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi kearsipan.
3. [bookmark: _Toc198722890]Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Dalam organisasi pemerintahan, keberadaan pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang memiliki peranan penting dalam menentukan posisi, jenjang karier, serta tanggung jawab yang diemban oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pangkat/golongan juga menjadi acuan dalam pembagian tugas dan wewenang di lingkungan kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, yang menjelaskan bahwa jenjang pangkat mencerminkan pengalaman, tanggung jawab, serta kompetensi pegawai.
Adapun data mengenai keadaan pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang pada Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2025, diperoleh dari rekapitulasi internal yang memuat sebanyak 29 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar dalam beberapa jenjang pangkat/golongan ruang. Selain itu, terdapat 26 orang pegawai honorer (TKPK) yang belum memiliki golongan, terdiri atas 7 laki-laki dan 19 perempuan. Berikut adalah distribusi pegawai PNS berdasarkan golongan ruang:
[bookmark: _Toc214210898]Tabel IV. 4 
Distribusi Pegawai PNS berdasarkan Golongan Ruang
	[bookmark: _Hlk198647989]No
	Golongan
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)
	1
	3,45%

	2
	Pembina Tingkat I (IV/b)
	1
	3,45%

	3
	Pembina (IV/a)
	2
	6,90%

	4
	Penata Tingkat I (III/d)
	7
	24,14%

	5
	Penata (III/c)
	12
	41,38%

	6
	Penata Muda Tingkat I (III/b)
	3
	10,34%

	7
	Penata Muda (III/a)
	3
	10,35%

	Jumlah Total PNS
	29
	100%


Sumber Data: Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Tahun 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar PNS berada pada golongan Penata (III/c) sebanyak 12 orang atau 41,38% dari total jumlah PNS. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pegawai berada pada tingkat menengah, yang umumnya menduduki jabatan fungsional atau pelaksana. Kemudian, golongan Penata Tingkat I (III/d) menempati posisi kedua terbanyak yaitu 7 orang (24,14%). Sedangkan jumlah pegawai pada golongan tinggi seperti Pembina Utama Muda (IV/c), Pembina Tingkat I (IV/b), dan Pembina (IV/a) berjumlah sedikit, yakni hanya 4 orang secara keseluruhan atau sekitar 13,8%, yang biasanya mengisi jabatan struktural seperti kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang.
Sementara itu, pegawai honorer (TKPK) yang berjumlah 26 orang tidak termasuk dalam sistem penggolongan PNS, namun tetap memegang peran penting dalam membantu pelaksanaan tugas administrasi dan operasional, termasuk dalam bidang tata kelola kearsipan.
Komposisi pegawai berdasarkan golongan ini memberikan gambaran mengenai struktur kepegawaian di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Struktur ini berimplikasi pada pelaksanaan tata kelola kearsipan, di mana setiap jenjang pangkat memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing. Misalnya, pegawai golongan III/d hingga IV/c lebih banyak berperan dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan strategis, sementara pegawai golongan III/b ke bawah cenderung berada di lini operasional, termasuk pengelolaan arsip aktif dan arsip vital secara langsung di lapangan.
Dengan adanya pembagian ini, pelaksanaan tata kearsipan dapat berjalan sesuai dengan alur tanggung jawab yang ditentukan, di mana fungsi perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan dapat disinergikan antar jenjang pegawai.
4. [bookmark: _Toc198722891]Keadaan Pegawai Berdasarkan Bidang Kerja
Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, keberadaan sumber daya manusia yang profesional dan terstruktur sangat penting di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Pegawai memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pelayanan publik serta melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan pegawai yang tersebar pada berbagai bidang kerja menjadi salah satu indikator untuk mengetahui distribusi sumber daya manusia yang ada di lingkungan kantor ini.
Berdasarkan data pegawai tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebanyak 28 orang, yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf administrasi. Komposis  i pegawai tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Pimpinan Struktural:
Terdiri dari 1 orang Kepala Dinas dan 1 orang Sekretaris. Kedua jabatan ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
b. Pejabat Eselon III (Kepala Bidang):
Terdiri dari 4 orang Kepala Bidang, yaitu:
1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
c. Pejabat Fungsional Tertentu:
Jabatan fungsional seperti Penyuluh Sosial Ahli Muda, Penggerak Swadaya Masyarakat, Perencana, Analis Keuangan, serta Pranata Barang dan Jasa berjumlah lebih dari 15 orang. Jabatan fungsional ini memiliki tugas teknis sesuai kompetensinya dalam mendukung program-program sosial yang dijalankan oleh dinas.
d. Staf Administrasi dan Pendukung:
Terdapat sejumlah staf dengan jabatan seperti Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Perencanaan dan Program, serta Kasubbag Tata Usaha yang berperan penting dalam mendukung kegiatan administratif dan operasional kantor. Termasuk pula kepala UPT Rumah Perlindungan Sosial yang memegang peranan penting dalam layanan sosial langsung kepada masyarakat.
Dari rincian tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun 2025 telah mencerminkan pembagian tugas yang merata sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kearsipan pun dapat dijalankan secara lebih optimal, karena adanya dukungan dari tenaga administrasi serta pejabat struktural dan fungsional yang memahami pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Komposisi pegawai yang relatif lengkap dan beragam ini menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan kegiatan tata kearsipan di kantor tersebut. Dengan adanya staf administrasi yang cukup dan fungsional yang memahami pentingnya dokumentasi serta pelaporan kegiatan, pelaksanaan tata kearsipan dapat dilaksanakan secara sistematis, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. [bookmark: _Toc198722892]Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Pangkat
Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal, Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki status kepegawaian yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Salah satu indikator penting dalam analisis sumber daya manusia adalah status kepegawaian berdasarkan pangkat dan jenis kepegawaian. Status ini tidak hanya berpengaruh terhadap struktur birokrasi, tetapi juga menentukan tanggung jawab, wewenang, serta kontribusi pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Status kepegawaian pada Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2025 terbagi menjadi dua kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai non-PNS atau pegawai honorer yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PNS di lingkungan instansi ini adalah sebanyak 29 orang dan jumlah pegawai honorer (TKPK) sebanyak 26 orang, sehingga total keseluruhan pegawai berjumlah 55 orang. Rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian ditampilkan pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc214210899]Tabel IV. 5 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Pangkat Tahun 2025 Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
	[bookmark: _Hlk198649837]No
	Status Kepegawaian
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	PNS
	29
	52,73%

	2
	Honorer (TKPK)
	26
	42,27%

	Jumlah
	55
	100%


Sumber Data: Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa proporsi PNS sedikit lebih banyak dibandingkan dengan pegawai honorer. Jumlah PNS yang mencapai 52,73% menandakan bahwa sebagian besar pegawai yang mengemban tanggung jawab struktural dan fungsional di lingkungan kantor ini berasal dari golongan PNS. Sementara itu, tenaga honorer yang juga cukup signifikan yaitu 47,27%, umumnya berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional harian.
Apabila ditinjau dari segi jenis kelamin, pegawai honorer didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 19 orang dari total 26 orang, sedangkan pegawai laki-laki hanya 7 orang. Hal serupa juga terlihat pada kategori PNS, di mana jumlah pegawai perempuan sebanyak 21 orang dan laki-laki sebanyak 8 orang. Dominasi tenaga kerja perempuan ini menggambarkan bahwa peran perempuan cukup besar dalam aktivitas pelayanan sosial masyarakat di instansi ini.
Secara umum, status kepegawaian yang dimiliki oleh para pegawai berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas kearsipan di lingkungan Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. PNS dengan golongan dan jabatan struktural memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dokumen resmi, sedangkan pegawai honorer mendukung pelaksanaan teknis seperti penataan, penyimpanan, dan pendistribusian arsip. Kolaborasi yang baik antara PNS dan honorer sangat dibutuhkan agar pelaksanaan tata kearsipan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel.
6. [bookmark: _Toc198722893]Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
Masa kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat pengalaman serta penguasaan terhadap tugas dan fungsi pegawai, termasuk dalam pelaksanaan tata kearsipan. Pegawai dengan masa kerja yang lebih panjang umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap alur kerja, sistem administrasi, dan tata kelola arsip. Sebaliknya, pegawai dengan masa kerja yang lebih singkat biasanya masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem kerja yang berlaku di instansi tersebut.
Adapun data pegawai Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun 2025 berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc214210900]Tabel IV. 6 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja Tahun 2025
	No
	Masa Kerja
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	1-5 Tahun
	15
	11
	26 Orang
	47,27%

	2
	6-10 Tahun
	8
	8
	16 Orang
	27,27%

	3
	11-15 Tahun
	4
	4
	8 Orang
	14,55%

	4
	>15 Tahun
	2
	3
	5 Orang
	10,91%

	Jumlah
	29
	26
	55 Orang
	100%


Sumber Data: Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Tahun 2025.
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas pegawai di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memiliki masa kerja antara 1 sampai 5 tahun, yaitu sebanyak 26 orang atau 47,27% dari total jumlah pegawai. Sebagian besar dari kelompok ini merupakan tenaga honor (TKPK) yang baru direkrut dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, pegawai dengan masa kerja 6 sampai 10 tahun berjumlah 15 orang atau sekitar 27,27%. Mereka umumnya sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam hal pengelolaan arsip dinas.
Untuk masa kerja 11 sampai 15 tahun, tercatat ada 8 orang pegawai atau 14,55%, yang menunjukkan bahwa instansi ini juga memiliki pegawai dengan tingkat kedewasaan kerja yang cukup tinggi dan dapat berperan sebagai mentor bagi pegawai yang lebih baru.
Adapun pegawai dengan masa kerja lebih dari 15 tahun berjumlah 6 orang atau 10,91%, yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional senior, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris, serta beberapa Kepala Bidang. Pegawai dalam kategori ini berperan penting dalam menjaga kontinuitas organisasi serta memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan dan pembinaan tata kelola kearsipan.
Keberagaman masa kerja ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaksanaan tata kearsipan di instansi tersebut. Pegawai senior dapat memberikan arahan dan pelatihan kepada pegawai baru, sehingga proses transfer pengetahuan dan keterampilan dapat berlangsung secara efektif. Sementara itu, kehadiran pegawai baru membawa semangat dan inovasi yang dibutuhkan untuk mendukung modernisasi pengelolaan arsip secara digital maupun manual.
Dengan struktur pegawai yang seimbang antara yang berpengalaman dan yang masih dalam tahap pengembangan, diharapkan sistem tata kearsipan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, berkelanjutan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.
1. [bookmark: _Toc198722894][bookmark: _Toc214211872]Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Struktur organisasi merupakan susunan formal yang menggambarkan hubungan kerja antarbagian dalam suatu lembaga, yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, ditetapkan bahwa instansi ini memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
[bookmark: _Toc214211153]Bagan IV. 1 
Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
[image: ]
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas Wali Kota. Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh:
a. Sekretaris
b. Para Kepala Bidang
c. Kepala UPT
d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat
Sekretariat berada langsung di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan berbagai fungsi administratif, perencanaan, kepegawaian, keuangan, hingga pengelolaan aset.
a. Fungsi Sekretariat:
1) Koordinasi seluruh kegiatan di lingkungan dinas
2) Penyusunan rencana, program, dan anggaran
3) Pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, humas, dan dokumentasi
4) Pengelolaan keuangan dan aset
5) Penataan organisasi dan tata laksana
6) Penyusunan regulasi dan advokasi hukum
7) Fungsi-fungsi lain sesuai perintah Kepala Dinas



Sekretariat terdiri dari tiga Sub bagian:
1) Subbagian Perencanaan dan Program
Tugas Pokok:
Menyusun rencana program dan anggaran, serta mengelola data perencanaan strategis.
Uraian Tugas:
a) Menyusun rencana strategis dan laporan kinerja
b) Mengumpulkan dan menganalisis data
c) Menyusun pelaporan internal
d) Koordinasi dengan unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
e) Penyiapan bahan evaluasi dan tugas lain sesuai arahan
2) Subbagian Ketatausahaan
Tugas Pokok:
Memberikan layanan administrasi umum meliputi tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan rumah tangga dinas.
Uraian Tugas:
a) Melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawaian
b) Menangani surat menyurat, arsip, serta kehumasan
c) Mengelola inventarisasi aset
d) Menyiapkan laporan LHKPN/LHKASN
e) Menyusun dokumen Reformasi Birokrasi dan SPIP
f) Menyiapkan dokumentasi serta protokol kegiatan
3) Subbagian Keuangan dan Aset
Tugas Pokok:
Mengelola administrasi keuangan dan aset dinas secara akuntabel.
Uraian Tugas:
a) Menyusun dan melaksanakan tata kelola keuangan
b) Verifikasi, akuntansi, serta pelaporan keuangan
c) Pelayanan pembayaran dan koordinasi lintas instansi
d) Inventarisasi permasalahan serta pelaporan berkala
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang ini mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta evaluasi program perlindungan sosial. Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Fungsi Utama:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantauan program
b. Koordinasi dengan instansi terkait
c. Inventarisasi permasalahan dan pelaporan berkala
Bidang ini membawahi tiga seksi:
1) Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin, Bantuan Sosial, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Tugas:
Menjalankan program pendataan fakir miskin, bantuan sosial, dan ekonomi kerakyatan.
Uraian Tugas:
a) Menyusun kebijakan dan pedoman teknis
b) Mengelola koordinasi antarinstansi
c) Penyiapan bahan teknis, evaluasi, dan tugas tambahan
2) Seksi Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Tugas:
Melaksanakan program pemeliharaan dan perlindungan anak-anak terlantar.
Uraian Tugas:
a) Penyusunan kebijakan pemeliharaan
b) Penanganan kasus anak terlantar melalui koordinasi dan evaluasi program
c) Penyiapan laporan dan rekomendasi penyelesaian masalah
3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana
Tugas:
Menangani program bantuan bencana sosial dan alam, serta kesiapsiagaan masyarakat.
Uraian Tugas:
a) Implementasi kebijakan penanggulangan bencana
b) Supervisi dan evaluasi kegiatan tanggap darurat
c) Koordinasi dengan stakeholder terkait dan pelaporan hasil kerja
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang ini fokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk disabilitas, lanjut usia, anak telantar, dan lainnya.
Fungsi Utama:
a. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial luar panti
b. Koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan program
c. Monitoring dan evaluasi kegiatan serta laporan berkala
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Bidang ini bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pendampingan, pengembangan usaha ekonomi produktif, dan penguatan kapasitas masyarakat.
Fungsi Utama:
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat
b. Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas
c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan

6. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Bidang ini melaksanakan urusan pemberdayaan lembaga sosial masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
Fungsi Utama:
a. Pelaksanaan fasilitasi, penguatan, dan pendampingan kelembagaan sosial
b. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kelembagaan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional lapangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang menangani layanan langsung kepada masyarakat.
Tugas Pokok UPT:
a. Melaksanakan program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
b. Menyediakan layanan konseling, advokasi, dan pemulihan sosial.
Setiap UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai kebutuhan yang memiliki peran spesifik dalam mendukung pelaksanaan teknis Dinas.
Contoh Jabatan Fungsional:
a. Pekerja Sosial
b. Penyuluh Sosial
c. Penggerak Swadaya Masyarakat
d. Perencana
e. Analis Kebijakan
Setiap tenaga fungsional melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan kewenangan masing-masing serta berada di bawah koordinasi langsung dari Kepala Dinas.
1. [bookmark: _Toc198722895][bookmark: _Toc214211873]Sarana dan Prasarana Kerja pada Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Sarana dan prasarana kerja memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi dan pelayanan publik di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Ketersediaan serta kondisi sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki atau yang digunakan untuk menunjang operasional kerja di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:



[bookmark: _Toc214210901]Tabel IV. 7 
Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2025
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah (Unit)
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak Ringan
	Rusak Berat

	1
	Komputer
	20
	18
	2
	-

	2
	Kipas Angin
	1
	1
	1
	-

	3
	Kursi Ruang Tunggu
	10
	10
	-
	-

	4
	Lemari
	13
	12
	1
	-

	5
	Lemari Kabinet
	1
	1
	-
	-

	6
	Meja Kerja
	75
	73
	2
	-

	7
	Kursi Kerja
	80
	75
	5
	-

	8
	Printer
	25
	22
	3
	-

	9
	Air Conditioner (AC)
	17
	14
	3
	-

	10
	Televisi
	2
	2
	-
	-

	11
	Kulkas
	1
	1
	-
	-

	12
	Mesin Tik
	2
	2
	-
	-

	13
	Gedung Aula Pertemuan
	1
	1
	-
	-


Sumber Data: Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025.
Berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai masih belum sepenuhnya memadai untuk mendukung operasional kerja secara optimal. Terlihat bahwa jumlah komputer yang layak pakai hanya sebanyak 18 unit, sementara jumlah pegawai mencapai 26 orang, sehingga tidak setiap pegawai memiliki akses terhadap komputer yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.
Selain itu, jumlah printer yang dalam kondisi baik hanya sebanyak 22 unit dari total 25 unit, dan masih terdapat peralatan kerja seperti kursi dan meja yang mengalami kerusakan meskipun sebagian besar masih dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peremajaan serta penambahan inventaris guna mendukung kenyamanan dan efisiensi kerja pegawai.
Ruang tunggu juga hanya dilengkapi dengan 10 buah kursi, yang mana jumlah tersebut masih sangat terbatas, terutama ketika terjadi lonjakan jumlah masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan. Hal ini tentunya dapat mengurangi kenyamanan masyarakat serta menurunkan kualitas pelayanan publik.
Secara umum, kondisi gedung dan sebagian besar prasarana kantor dinilai masih baik, termasuk Gedung Aula Pertemuan yang masih dapat digunakan dengan optimal. Namun, untuk menunjang kinerja aparatur sipil negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian khusus.
Dalam menjalankan roda pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sarana dan prasarana yang baik menjadi penunjang utama dalam menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien. Oleh karena itu, pemenuhan serta pembaruan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.





















68




BAB V 
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA DUMAI



A. [bookmark: _Toc214211875]Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kota Dumai
Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan proses yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan, sehingga penting bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk menjalankan peran kelembagaannya secara optimal. Sebagai instansi pemerintah daerah yang berfungsi dalam urusan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial dituntut untuk mampu menyalurkan bantuan secara tepat sasaran sekaligus menyelenggarakan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dievaluasi apabila Dinas Sosial memiliki indikator yang jelas dalam melaksanakan tugas, seperti ketepatan pendataan, transparansi penyaluran, serta keberhasilan program pemberdayaan. Indikator-indikator ini pada akhirnya mencerminkan sejauh mana Dinas Sosial berhasil menjalankan fungsinya sebagai leading sector dalam pengentasan kemiskinan di daerah.
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Sebagai bagian dari pelayanan publik, penyelenggaraan program sosial harus memenuhi prinsip keadilan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam kenyataannya, penyaluran bantuan dan program pemberdayaan di berbagai daerah, termasuk Kota Dumai, masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya 
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manusia, validitas data yang belum sepenuhnya akurat, serta keterbatasan jangkauan kepada masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pelayanan sosial dapat dikatakan baik apabila mampu menghadirkan rasa keadilan, kepastian, dan kepuasan bagi penerima manfaat. Kepuasan tersebut baru tercapai apabila pelayanan yang diberikan selaras dengan harapan masyarakat, khususnya dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan mereka.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka analisis teori peran Bruce J. Biddle, yang mengidentifikasi tiga dimensi penting dalam melihat bagaimana sebuah institusi menjalankan perannya, yaitu Harapan (Expectations), Identitas (Identity), dan Tingkah Laku (Behavior). Harapan menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki ekspektasi terhadap peran Dinas Sosial; identitas menunjukkan bagaimana Dinas Sosial memandang dirinya dalam kerangka kelembagaan; sedangkan tingkah laku merupakan wujud konkret dari pelaksanaan peran yang dijalankan. Analisis ini diperdalam melalui hasil wawancara dengan informan kunci dari pihak internal Dinas Sosial serta masyarakat penerima manfaat, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana peran Dinas Sosial berjalan efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Dumai.
Berdasarkan kerangka tersebut, hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut.
1. Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam penanggulangan angka kemiskinan. Hasil diperoleh dari wawancara mendalam dengan 8 informan: Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pejabat Fungsional, dan 5 orang masyarakat miskin penerima manfaat. Analisis dikelompokkan menurut indikator teori peran Bruce J. Biddle: Harapan (Expectations), Identitas (Identity), dan Tingkah Laku (Behavior).
a. Informan dari Dinas Sosial
1) Indikator Harapan (Expectations)
a. Program Tepat Sasaran: "Mohon jelaskan strategi dan mekanisme yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Dumai untuk memastikan program-program bantuan sosial, seperti BLT dan PKH, dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat."
Jawab: 
“Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menerapkan strategi pendataan dan verifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan penerima bantuan benar-benar masyarakat miskin dan rentan, serta melakukan koordinasi dengan kelurahan, RT/RW, dan pendamping sosial dalam memantau akurasi data. Penyaluran bantuan dilakukan secara transparan melalui sistem perbankan atau non-tunai agar tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala guna mengatasi kendala di lapangan serta mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga program bantuan sosial seperti BLT dan PKH dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.” (JULIADI, S.Kep, M.IP – KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)
b. Akurasi Data: "Bagaimana Dinas Sosial memandang pentingnya pemetaan dan verifikasi data kemiskinan yang akurat dan berkelanjutan? Langkah-langkah konkret apa yang telah diambil untuk memenuhi harapan ini?"
Jawab:
“Dinas Sosial memandang pemetaan dan verifikasi data kemiskinan yang akurat dan berkelanjutan sebagai kunci utama dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran, karena tanpa data yang valid program akan rawan salah sasaran. Untuk itu, langkah konkret yang dilakukan antara lain melakukan pembaruan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, melibatkan aparat kelurahan, RT/RW, dan pendamping sosial dalam proses pendataan, menggunakan sistem digital untuk meningkatkan akurasi serta transparansi, serta melakukan monitoring lapangan agar data selalu relevan dengan kondisi masyarakat.” (drg. HERMIYATI, - KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI)
c. Kolaborasi: "Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seberapa jauh kolaborasi antara Dinas Sosial dengan lembaga non-pemerintah, swasta, dan instansi lain telah terjalin? Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas kolaborasi tersebut?"
Jawab
“Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah menjalin kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, pihak swasta, serta instansi lain melalui program kemitraan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini memperkuat jangkauan program, baik dalam bentuk bantuan sosial, pelatihan keterampilan, maupun penciptaan lapangan kerja. Efektivitasnya dievaluasi melalui monitoring hasil program, keterlibatan aktif masyarakat, serta dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan, sehingga kolaborasi tersebut dinilai cukup efektif meski masih perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi dan keberlanjutan.” (ALEX MARTHIN, SH, MH – PEJABAT FUNGSIONAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL)
d. Kualitas Pelayanan: "Terkait harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan, bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial saat ini? Apa saja inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan?"
Jawab
“Kualitas pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai saat ini dinilai sudah cukup baik karena mengutamakan prinsip cepat, adil, dan transparan melalui proses yang terstandar dan terbuka bagi masyarakat. Beberapa inovasi yang dilakukan antara lain penggunaan sistem digital untuk pendaftaran dan pengecekan bantuan, penerapan layanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penguatan peran pendamping sosial di lapangan agar informasi dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran serta mudah diakses masyarakat.” (ALEX MARTHIN, SH, MH – PEJABAT FUNGSIONAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL)
e. Pendampingan & Pelatihan: "Selain bantuan langsung, masyarakat juga berharap adanya pendampingan dan pelatihan ekonomi produktif. Apa saja program yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kemandirian warga miskin dan bagaimana dampaknya sejauh ini?"
Jawab:
“Selain bantuan langsung, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha ekonomi produktif, serta pembinaan kelompok usaha bersama (KUBE) untuk mendorong kemandirian warga miskin. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha, bertambahnya pendapatan keluarga, serta berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial, meskipun masih perlu penguatan pendampingan agar hasilnya lebih berkelanjutan.” (ALEX MARTHIN, SH, MH – PEJABAT FUNGSIONAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL)
2) Indikator Identitas (Identity)
a. Peran Instansi: "Bagaimana Anda mendefinisikan identitas peran Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang memiliki mandat langsung dalam menangani isu-isu sosial, khususnya kemiskinan di Kota Dumai?"
Jawab:
“Identitas peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai instansi pemerintah adalah sebagai pintu utama dalam penanganan isu-isu sosial, khususnya kemiskinan, dengan mandat untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan program bantuan dan pemberdayaan, serta memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan di Kota Dumai, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan secara berkelanjutan.” (drg. HERMIYATI, - KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI)
b. Penghubung Utama: "Apakah Dinas Sosial dapat diidentifikasi sebagai penghubung utama antara masyarakat miskin dengan akses terhadap berbagai jenis bantuan sosial? Mohon jelaskan argumen Anda."
Jawab
“Ya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat diidentifikasi sebagai penghubung utama karena memiliki kewenangan dalam pendataan, verifikasi, dan validasi masyarakat miskin melalui DTKS, sekaligus menyalurkan berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT. Peran ini menjadikan Dinas Sosial sebagai jembatan resmi antara pemerintah pusat maupun daerah dengan masyarakat, sehingga akses bantuan lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan warga miskin.” (ALEX MARTHIN, SH, MH – PEJABAT FUNGSIONAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL)
c. Filosofi Pelayanan: "Apakah Dinas Sosial memiliki ciri khas pelayanan publik yang mencerminkan nilai-nilai welas asih dan keadilan sosial? Jika ya, bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari?"
Jawab:
“Ya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memiliki ciri khas pelayanan publik yang mencerminkan nilai welas asih dan keadilan sosial dengan menempatkan kepentingan kelompok rentan sebagai prioritas utama. Nilai tersebut diimplementasikan melalui sikap empati petugas, pemberian layanan tanpa diskriminasi, penyaluran bantuan secara adil sesuai data, serta pendampingan langsung di lapangan agar masyarakat miskin benar-benar merasakan manfaat perlindungan sosial secara manusiawi dan berkeadilan.” (ALEX MARTHIN, SH, MH – PEJABAT FUNGSIONAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL) 
d. Promosi Kesetaraan: "Bagaimana Dinas Sosial mengidentifikasi perannya sebagai lembaga yang mempromosikan kesetaraan sosial dan inklusi bagi kelompok rentan? Berikan contohnya."
Jawab:
“Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi perannya sebagai lembaga yang mempromosikan kesetaraan sosial dan inklusi dengan memastikan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan masyarakat miskin—mendapat hak yang sama dalam akses bantuan dan pelayanan. Contohnya melalui program rehabilitasi sosial, bantuan disabilitas, pemberdayaan kelompok usaha bersama, serta layanan di Mal Pelayanan Publik yang ramah dan mudah diakses bagi semua kalangan.” (ALEX MARTHIN, SH, MH – PEJABAT FUNGSIONAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL)  
e. Pengelola Program: "Bagaimana identitas Dinas Sosial sebagai pengelola program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat dan daerah memengaruhi cara kerja dan prioritas yang ditetapkan?"
Jawab
“Identitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai pengelola program kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat dan daerah memengaruhi cara kerja dengan menekankan koordinasi lintas level pemerintahan, sinkronisasi kebijakan, serta akurasi pendataan agar program seperti PKH, BPNT, dan bantuan daerah berjalan selaras. Hal ini juga menentukan prioritas pada penyaluran bantuan tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat miskin, serta perlindungan bagi kelompok rentan, sehingga setiap langkah kerja berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.” (ALEX MARTHIN, SH, MH – PEJABAT FUNGSIONAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL) 
3) Indikator Tingkah Laku (Behavior)
a. Survei & Pendataan: "Tolong jelaskan secara rinci tahapan dan metode yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam melakukan survei dan pendataan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin."
Jawab
“Tahapan pendataan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dimulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah, kelurahan, dan RT/RW untuk menentukan calon penerima, dilanjutkan dengan survei lapangan oleh petugas atau pendamping sosial yang mencatat kondisi sosial-ekonomi rumah tangga menggunakan instrumen standar seperti DTKS. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi dan divalidasi secara berlapis, termasuk musyawarah desa/kelurahan, sebelum diinput ke sistem nasional agar hasilnya akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.” (JULIADI, S.Kep, M.IP – KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)  
b. Program Pemberdayaan: "Mohon sebutkan dan jelaskan contoh-contoh nyata program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial."
Jawab
“Contoh nyata program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai antara lain pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di bidang perdagangan kecil dan usaha kuliner (usaha kerupuk cabe). Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan kerja, mendorong wirausaha berbasis komunitas, serta membantu masyarakat miskin memperoleh penghasilan mandiri dan berkelanjutan.” (JULIADI, S. Kep, M. IP – KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)  
c. Penyaluran Bantuan: "Bagaimana Dinas Sosial memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, dilakukan secara rutin, terjadwal, dan dapat dipertanggungjawabkan?"
Jawab:
“Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan rutin dan terjadwal melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, bank penyalur, serta pendamping sosial, menggunakan sistem non-tunai untuk transparansi, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala agar setiap penyaluran tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.” (JULIADI, S. Kep, M. IP – KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)  
d. Pendampingan Sosial: "Apakah terdapat perilaku nyata atau praktik di lapangan, seperti konseling atau pendampingan sosial, yang diberikan kepada warga yang mengalami masalah sosial dan ekonomi?"
Jawab:
“Ya, di lapangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memberikan praktik nyata berupa konseling, pendampingan sosial oleh tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping PKH, serta kunjungan langsung ke keluarga yang mengalami masalah sosial dan ekonomi, guna memberikan solusi, motivasi, dan rujukan layanan agar warga dapat keluar dari permasalahannya secara bertahap.” (JULIADI, S.Kep, M.IP – KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)  
e. Layanan Pengaduan: "Bagaimana Dinas Sosial menunjukkan perilaku responsif terhadap keluhan masyarakat? Mohon jelaskan alur dan tindakan yang diambil melalui layanan pengaduan sosial."
Jawab:
“Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menunjukkan perilaku responsif terhadap keluhan masyarakat dengan membuka layanan pengaduan langsung di kantor maupun melalui kanal digital, menugaskan petugas untuk menindaklanjuti laporan secara cepat, serta melakukan verifikasi lapangan agar setiap keluhan dapat ditangani secara tepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.” (JULIADI, S.Kep, M.IP – KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL) 
b. Informan dari Masyarakat Miskin
1. Indikator Harapan (Expectations)
a. Program Tepat Sasaran: "Menurut Bapak/Ibu, apakah program bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan Bapak/Ibu? Mengapa demikian?"
Jawab:
“Menurut saya, program bantuan sosial dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sudah cukup sesuai dengan harapan dan kebutuhan, karena bantuan yang diberikan benar-benar meringankan beban hidup sehari-hari, baik berupa uang tunai maupun sembako. Selain itu, proses penyalurannya juga makin jelas dan teratur, jadi masyarakat merasa lebih terbantu dan yakin kalau bantuan sampai ke orang yang memang berhak.”
b. Akurasi Data: "Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terkait proses pendataan atau verifikasi yang dilakukan oleh petugas? Apakah Bapak/Ibu merasa data warga miskin di lingkungan Anda sudah akurat?"
Jawab:
“Pengalaman saya, proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan petugas sudah berjalan cukup baik karena mereka datang langsung ke rumah dan menanyakan kondisi sebenarnya. Namun, masih ada beberapa warga yang merasa belum terdata atau kurang tepat, sehingga akurasi data perlu terus diperbarui agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak.”
c. Kolaborasi: "Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bantuan dari lembaga lain selain Dinas Sosial? Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika Dinas Sosial lebih sering berkolaborasi dengan pihak lain dalam memberikan bantuan?"
Jawab:
“Ya, saya pernah menerima bantuan dari lembaga lain seperti organisasi masyarakat dan pihak swasta, dan menurut saya akan lebih baik jika Dinas Sosial lebih sering berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut, karena bantuan yang diberikan bisa lebih beragam, menyentuh lebih banyak kebutuhan, dan menjangkau masyarakat yang mungkin belum tercover sepenuhnya oleh program pemerintah.”
d. Kualitas Pelayanan: "Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial? Apakah pelayanannya cepat dan adil?"
Jawab:
“Berdasarkan pengalaman saya, kualitas pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sudah cukup baik karena prosesnya relatif cepat, petugas ramah, dan bantuan disalurkan sesuai aturan. Meski begitu, tetap ada harapan agar pelayanan lebih merata dan adil sehingga semua warga yang berhak benar-benar bisa merasakannya.”
e. Pendampingan & Pelatihan: "Selain bantuan langsung, apakah Bapak/Ibu memiliki harapan akan adanya program pendampingan atau pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi?"
Jawab:
“Ya, saya berharap selain bantuan langsung juga ada program pendampingan dan pelatihan keterampilan, seperti usaha kecil, kerajinan, atau pelatihan kerja, agar masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial.”
2. Indikator Identitas (Identity)
a. Persepsi Peran Instansi: "Ketika mendengar nama Dinas Sosial, apa yang terlintas di pikiran Bapak/Ibu mengenai perannya dalam membantu masyarakat?"
Jawab:
“Ketika mendengar nama Dinas Sosial, yang terlintas di pikiran saya adalah lembaga pemerintah yang berperan langsung membantu masyarakat miskin, rentan, dan membutuhkan melalui berbagai program bantuan, pendampingan, serta pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan.”
b. Penghubung Bantuan: "Apakah Bapak/Ibu melihat Dinas Sosial sebagai lembaga utama yang menjadi penghubung Bapak/Ibu dengan berbagai jenis bantuan sosial?"
Jawab:
“Ya, saya melihat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai lembaga utama yang menjadi penghubung dengan berbagai jenis bantuan sosial, karena melalui dinas inilah data warga didaftarkan, diverifikasi, dan bantuan disalurkan sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses program yang sesuai dengan kebutuhannya.”
c. Pelayanan Berbasis Nilai: "Apakah Bapak/Ibu dapat merasakan adanya ciri khas pelayanan yang mencerminkan welas asih dan keadilan sosial dalam interaksi dengan petugas Dinas Sosial?"
Jawab:
“Ya, saya bisa merasakan adanya ciri khas pelayanan yang mencerminkan welas asih dan keadilan sosial dari petugas Dinas Sosial, karena mereka melayani dengan ramah, mendengarkan keluhan masyarakat, serta menyalurkan bantuan tanpa membeda-bedakan latar belakang penerimanya.”
d. Dampak Kesetaraan: "Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan dari Dinas Sosial membantu menciptakan kesetaraan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi Bapak/Ibu?"
Jawab:
“Menurut saya, bantuan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memang membantu menciptakan kesetaraan sosial karena bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu dan memberi kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga warga yang lemah ekonominya tidak tertinggal jauh dari yang lain.”
e. Peran Pengelola: "Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang peran Dinas Sosial sebagai pengelola program-program bantuan pemerintah?"
Jawab:
“Yang saya ketahui, peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai pengelola program bantuan pemerintah adalah mendata dan memverifikasi warga miskin, menyalurkan bantuan seperti PKH, BPNT, dan BLT, serta memastikan program berjalan tepat sasaran agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar merasakan manfaatnya.”
3. Indikator Tingkah Laku (Behavior)
a. Proses Pendataan: "Apakah Bapak/Ibu pernah didatangi oleh petugas dari Dinas Sosial untuk pendataan? Mohon ceritakan pengalaman tersebut."
Jawab:
“Ya, saya pernah didatangi petugas Dinas Sosial untuk pendataan, mereka datang langsung ke rumah, menanyakan kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, dan pekerjaan, lalu mencatat semua informasi dengan teliti agar data sesuai dengan keadaan sebenarnya.”
b. Partisipasi Program: "Apakah Bapak/Ibu pernah berpartisipasi dalam program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial?"
Jawab:
“Ya, saya pernah ikut serta dalam program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan Dinas Sosial, seperti pelatihan usaha kecil, dan pengalaman itu sangat bermanfaat karena menambah pengetahuan serta memberi peluang untuk meningkatkan pendapatan keluarga.”
c. Penyaluran Bantuan: "Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terkait penyaluran bantuan yang diterima? Apakah rutin dan tepat waktu?"
Jawab:
“Pengalaman saya, penyaluran bantuan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai cukup rutin dan biasanya tepat waktu, meski sesekali ada keterlambatan, namun secara keseluruhan bantuan tetap tersalurkan dengan baik dan sangat membantu kebutuhan sehari-hari.”
d. Pendampingan Sosial: "Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pendampingan atau konseling dari petugas Dinas Sosial?"
Jawab:
“Ya, saya pernah mendapatkan pendampingan dari petugas Dinas Sosial, mereka memberikan arahan, motivasi, dan solusi terkait masalah ekonomi keluarga sehingga saya merasa lebih diperhatikan dan terbantu untuk mencari jalan keluar.”
e. Respons Pengaduan: "Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba menyampaikan keluhan atau pertanyaan kepada Dinas Sosial? Jika ya, bagaimana respons yang diberikan?"
Jawab:
“Ya, saya pernah menyampaikan keluhan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dan respons yang diberikan cukup baik karena petugas mendengarkan dengan ramah, memberikan penjelasan yang jelas, serta menindaklanjuti keluhan tersebut dengan cepat.”
2. Pembahasan
a. Expectations (Harapan)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap Dinas Sosial cukup tinggi, baik terkait ketepatan sasaran bantuan maupun peningkatan kemandirian ekonomi. Dari sisi internal, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial menyatakan bahwa Dinas Sosial menerapkan strategi verifikasi dan validasi DTKS dengan melibatkan kelurahan, RT/RW, dan pendamping sosial untuk memastikan program bantuan sosial seperti BLT dan PKH benar-benar tepat sasaran. Penyaluran juga dilakukan melalui sistem perbankan agar transparan dan akuntabel (Juliadi, S.Kep, M.IP).
Kepala Dinas Sosial menambahkan bahwa pembaruan DTKS dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sistem digital serta monitoring lapangan untuk meningkatkan akurasi data (drg. Hermiyati). Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat institusi, terdapat kesadaran akan pentingnya data valid sebagai dasar program.
Di sisi masyarakat, beberapa informan menilai bahwa bantuan sudah cukup sesuai harapan karena benar-benar meringankan kebutuhan sehari-hari. Namun, sebagian warga masih mengeluhkan belum meratanya pendataan sehingga ada warga miskin yang tidak terdaftar. Dengan demikian, terlihat adanya gap antara upaya Dinas Sosial untuk memperbaiki sistem pendataan dengan realitas di lapangan yang masih menyisakan warga tidak terdata.
Selain bantuan langsung, masyarakat juga berharap adanya pendampingan dan pelatihan keterampilan agar mereka dapat mandiri. Informasi dari pejabat fungsional Dinas Sosial menegaskan bahwa program pemberdayaan seperti pelatihan dan KUBE sudah berjalan dan berdampak positif, meskipun masih perlu diperkuat agar hasilnya lebih berkelanjutan.
b. Identity (Identitas)
Identitas Dinas Sosial Kota Dumai sebagai lembaga utama penanggulangan kemiskinan ditegaskan oleh Kepala Dinas yang menyebut dinas ini sebagai “pintu utama dalam menangani isu-isu sosial” dengan mandat kebijakan, bantuan, dan pemberdayaan bantuan sosial.
Namun, identitas Dinas Sosial di masyarakat lebih banyak melekat pada fungsi penyaluran bantuan, bukan sebagai fasilitator pemberdayaan. Hal ini diperkuat dari wawancara dengan masyarakat yang menyatakan bahwa ketika mendengar “Dinas Sosial”, yang mereka bayangkan adalah lembaga penyalur bantuan sosial. Meski begitu, pejabat fungsional menegaskan bahwa Dinas Sosial memiliki ciri khas pelayanan berbasis nilai welas asih dan keadilan sosial, yang diwujudkan dalam sikap empati petugas dan penyaluran bantuan tanpa diskriminasi. Masyarakat pun mengakui bahwa petugas ramah, mendengarkan keluhan, serta memberikan layanan adil, yang menandakan adanya kesesuaian antara identitas institusional dan persepsi masyarakat.
c. Behavior (Tingkah Laku)
Perilaku Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan terlihat dari aktivitas teknis di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menjelaskan bahwa pendataan dilakukan secara berlapis, mulai dari RT/RW hingga musyawarah kelurahan, sebelum data diinput ke sistem nasional. Hal ini menunjukkan adanya komitmen transparansi dan akurasi.
Selain itu, program pemberdayaan nyata seperti KUBE perdagangan kecil dan kuliner (usaha kerupuk cabe) juga telah dijalankan sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dari sisi perilaku pelayanan, Dinas Sosial menunjukkan responsifitas melalui layanan pengaduan langsung maupun kanal digital, yang ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan.
Wawancara dengan masyarakat juga menguatkan bahwa bantuan sosial biasanya rutin dan tepat waktu, meski sesekali terjadi keterlambatan. Mereka juga mengaku pernah mendapatkan pendampingan, konseling, dan pelatihan keterampilan, yang dirasakan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga.
Dengan demikian, perilaku Dinas Sosial menunjukkan keseimbangan antara pelayanan administratif (penyaluran bantuan) dan intervensi pemberdayaan (pendampingan, pelatihan). Namun, keterbatasan anggaran, SDM pendamping, dan cakupan wilayah masih menjadi hambatan sehingga perilaku pelayanan cenderung belum merata di seluruh masyarakat miskin Kota Dumai.
3. Sintesis
Dengan menggunakan teori Role Theory, dapat disimpulkan bahwa:
a. Expectations → Harapan masyarakat cukup tinggi terhadap bantuan yang tepat sasaran dan program pemberdayaan. Upaya Dinas Sosial melalui DTKS, monitoring, dan inovasi digital sudah ada, tetapi masih belum sepenuhnya menutup celah kesalahan data.
b. Identity → Identitas Dinas Sosial sebagai lembaga penyalur bantuan sudah jelas di masyarakat, namun peran sebagai fasilitator pemberdayaan masih belum menonjol.
c. Behavior → Perilaku Dinas Sosial cukup responsif dan berorientasi pada layanan publik, terbukti dari proses pendataan, konseling, pelatihan, dan layanan pengaduan. Namun, keterbatasan anggaran dan SDM membuat capaian belum optimal.
B. [bookmark: _Toc214211876]Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kota Dumai
1. Faktor Pendukung Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kota Dumai

a. Akurasi dan Pembaruan Data DTKS
Salah satu faktor pendukung adalah komitmen Dinas Sosial untuk terus memperbarui data kemiskinan melalui DTKS. Kepala Dinas Sosial, drg. Hermiyati, menegaskan: “Pemetaan dan verifikasi data yang akurat dan berkelanjutan adalah kunci utama, sehingga pembaruan DTKS dilakukan secara berkala dengan melibatkan RT/RW dan pendamping sosial”.
Hal ini menjadi modal penting agar program bantuan sosial lebih tepat sasaran.
b. Kolaborasi Lintas Sektor
Faktor lain yang memperkuat peran Dinas Sosial adalah kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, swasta, dan instansi lain. Seperti disampaikan oleh pejabat fungsional, Alex Marthin, SH, MH: “Kolaborasi ini memperkuat jangkauan program, baik dalam bantuan sosial, pelatihan keterampilan, maupun penciptaan lapangan kerja”.
Masyarakat pun menilai kerja sama dengan organisasi masyarakat dan pihak swasta memperkaya jenis bantuan yang diterima.
c. Inovasi Pelayanan Publik
Dinas Sosial juga melakukan inovasi melalui penggunaan sistem digital dan layanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini sesuai dengan pernyataan Alex Marthin: “Kualitas pelayanan ditingkatkan dengan sistem digital, MPP, serta penguatan peran pendamping sosial di lapangan”.
Inovasi ini mendukung prinsip pelayanan cepat, transparan, dan mudah diakses.
d. Program Pemberdayaan dan Pendampingan
Adanya program pelatihan keterampilan dan pengembangan KUBE juga menjadi faktor pendukung. Menurut Juliadi, S.Kep, M.IP: “KUBE bidang perdagangan kecil dan usaha kuliner membantu masyarakat miskin memperoleh penghasilan mandiri”.
Warga juga merasakan manfaatnya, seperti disampaikan oleh salah satu informan masyarakat: “Pelatihan usaha kecil bermanfaat karena menambah pengetahuan dan peluang meningkatkan pendapatan keluarga”.
2. Faktor Penghambat Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kota Dumai
A. Ketidakakuratan dan Keterlambatan Pendataan
Meskipun sudah ada DTKS, masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdata. Seorang informan menyebut: “Masih ada warga yang merasa belum masuk data, sehingga bantuan tidak merata” (Informan Masyarakat 2).
Hal ini menghambat efektivitas bantuan karena ada kelompok miskin yang tidak terjangkau.
B. Keterbatasan Anggaran dan SDM
Banyaknya program belum sebanding dengan ketersediaan anggaran dan jumlah pendamping sosial. Pejabat Dinas Sosial mengakui perlunya “penguatan pendampingan agar hasil program lebih berkelanjutan” (Alex Marthin, SH, MH).
Kondisi ini berdampak pada kurangnya jangkauan pelayanan ke seluruh wilayah Kota Dumai.
C. Kurangnya Sosialisasi Program
Beberapa masyarakat mengaku belum mengetahui adanya program pelatihan atau pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi program pemberdayaan masih terbatas, sehingga sebagian warga hanya mengenal bantuan langsung tunai atau sembako.
D. Prosedur Administratif yang Rumit
Masyarakat menilai prosedur administratif masih menjadi hambatan. Salah satu responden menyampaikan: “Ada warga yang kesulitan melengkapi dokumen sehingga tidak bisa mengakses bantuan” (Informan Masyarakat 4).
Prosedur yang panjang membuat sebagian masyarakat miskin tidak mendapatkan akses yang semestinya.
E. Keterlambatan Penyaluran Bantuan
Walaupun bantuan relatif rutin, masyarakat menyebut ada kalanya terjadi keterlambatan. “Bantuan biasanya tepat waktu, meski kadang terlambat, tapi tetap membantu kebutuhan sehari-hari” (Informan Masyarakat 1).
Keterlambatan ini dapat menurunkan kepuasan masyarakat dan menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja Dinas Sosial.
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[bookmark: _Toc214211877]BAB VI 
PENUTUP


A. [bookmark: _Toc214211878]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Peran Dinas Sosial sudah berjalan namun belum optimal.
Dinas Sosial telah melaksanakan fungsi penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT dengan strategi pendataan melalui DTKS, verifikasi lapangan, serta penyaluran non-tunai agar transparan. Program pemberdayaan seperti KUBE dan pelatihan keterampilan juga telah dijalankan. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, SDM, dan belum meratanya jangkauan program ke seluruh lapisan masyarakat miskin.
2. Harapan masyarakat cukup tinggi terhadap program sosial.
Masyarakat menganggap bantuan sosial sudah meringankan kebutuhan pokok, namun mereka juga berharap adanya program pendampingan dan pelatihan ekonomi agar dapat mandiri. Harapan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Identitas Dinas Sosial lebih dikenal sebagai penyalur bantuan.


Di mata masyarakat, Dinas Sosial identik dengan penyaluran bantuan sosial. Fungsi sebagai fasilitator pemberdayaan dan 
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penggerak kemandirian ekonomi masih kurang menonjol, meskipun pihak dinas menegaskan memiliki mandat kebijakan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial.
4. Perilaku pelayanan cukup responsif, tetapi masih terbatas.
Perilaku pelayanan ditunjukkan melalui survei dan pendataan lapangan, layanan pengaduan, serta pendampingan sosial. Hal ini diapresiasi masyarakat karena dirasakan ramah, adil, dan cepat tanggap. Namun, keterlambatan penyaluran dan kerumitan administrasi masih menjadi kendala dalam pelayanan.
5. Faktor pendukung dan penghambat berjalan beriringan.
Faktor pendukung berupa pembaruan data DTKS, inovasi digital, kolaborasi lintas sektor, serta adanya program pemberdayaan. Sedangkan faktor penghambat meliputi ketidakakuratan data, keterbatasan anggaran dan SDM, kurangnya sosialisasi, prosedur birokrasi yang rumit, serta keterlambatan penyaluran bantuan.
Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial Kota Dumai sudah berada di jalur yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan, namun masih membutuhkan perbaikan dan penguatan di berbagai aspek agar dapat memenuhi harapan masyarakat sekaligus mencapai efektivitas yang berkelanjutan.


B. [bookmark: _Toc214211879]Saran
Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Sosial dan pemangku kebijakan:
1. Meningkatkan akurasi pendataan DTKS secara berkelanjutan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
2. Memperkuat program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan KUBE, agar masyarakat miskin lebih mandiri.
3. Meningkatkan sosialisasi program agar masyarakat mengetahui dan dapat mengakses berbagai layanan Dinas Sosial.
4. Menyederhanakan prosedur administrasi bantuan agar lebih mudah diakses masyarakat miskin.
5. Menambah jumlah pendamping sosial untuk memperluas jangkauan pelayanan ke seluruh wilayah Kota Dumai.
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Lampiran 3 
Daftar Wawancara
Daftar wawancara ini di gunakan untuk menganalisis Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kota Dumai. Pertanyaan ini di tujukan kepada 8 orang yaitu:
1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
2. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
3. Pejabat Fungsional Perlindungan Jaminan Sosial
4. 5 Orang Masyrakat Miskin
A. Untuk Informan dari Dinas Sosial
4) Indikator Harapan (Expectations)
f. Program Tepat Sasaran: "Mohon jelaskan strategi dan mekanisme yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Dumai untuk memastikan program-program bantuan sosial, seperti BLT dan PKH, dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat."
g. Akurasi Data: "Bagaimana Dinas Sosial memandang pentingnya pemetaan dan verifikasi data kemiskinan yang akurat dan berkelanjutan? Langkah-langkah konkret apa yang telah diambil untuk memenuhi harapan ini?"
h. Kolaborasi: "Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seberapa jauh kolaborasi antara Dinas Sosial dengan lembaga non-pemerintah, swasta, dan instansi lain telah terjalin? Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas kolaborasi tersebut?"
i. Kualitas Pelayanan: "Terkait harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan, bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial saat ini? Apa saja inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan?"
j. Pendampingan & Pelatihan: "Selain bantuan langsung, masyarakat juga berharap adanya pendampingan dan pelatihan ekonomi produktif. Apa saja program yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kemandirian warga miskin dan bagaimana dampaknya sejauh ini?"
5) Indikator Identitas (Identity)
f. Peran Instansi: "Bagaimana Anda mendefinisikan identitas peran Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang memiliki mandat langsung dalam menangani isu-isu sosial, khususnya kemiskinan di Kota Dumai?"
g. Penghubung Utama: "Apakah Dinas Sosial dapat diidentifikasi sebagai penghubung utama antara masyarakat miskin dengan akses terhadap berbagai jenis bantuan sosial? Mohon jelaskan argumen Anda."
h. Filosofi Pelayanan: "Apakah Dinas Sosial memiliki ciri khas pelayanan publik yang mencerminkan nilai-nilai welas asih dan keadilan sosial? Jika ya, bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari?"
i. Promosi Kesetaraan: "Bagaimana Dinas Sosial mengidentifikasi perannya sebagai lembaga yang mempromosikan kesetaraan sosial dan inklusi bagi kelompok rentan? Berikan contohnya."
j. Pengelola Program: "Bagaimana identitas Dinas Sosial sebagai pengelola program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat dan daerah memengaruhi cara kerja dan prioritas yang ditetapkan?"
6) Indikator Tingkah Laku (Behavior)
f. Survei & Pendataan: "Tolong jelaskan secara rinci tahapan dan metode yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam melakukan survei dan pendataan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin."
g. Program Pemberdayaan: "Mohon sebutkan dan jelaskan contoh-contoh nyata program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial."
h. Penyaluran Bantuan: "Bagaimana Dinas Sosial memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, dilakukan secara rutin, terjadwal, dan dapat dipertanggungjawabkan?"
i. Pendampingan Sosial: "Apakah terdapat perilaku nyata atau praktik di lapangan, seperti konseling atau pendampingan sosial, yang diberikan kepada warga yang mengalami masalah sosial dan ekonomi?"
j. Layanan Pengaduan: "Bagaimana Dinas Sosial menunjukkan perilaku responsif terhadap keluhan masyarakat? Mohon jelaskan alur dan tindakan yang diambil melalui layanan pengaduan sosial."
B. Untuk Informan dari Masyarakat Miskin
4. Indikator Harapan (Expectations)
f. Program Tepat Sasaran: "Menurut Bapak/Ibu, apakah program bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan Bapak/Ibu? Mengapa demikian?"
g. Akurasi Data: "Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terkait proses pendataan atau verifikasi yang dilakukan oleh petugas? Apakah Bapak/Ibu merasa data warga miskin di lingkungan Anda sudah akurat?"
h. Kolaborasi: "Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bantuan dari lembaga lain selain Dinas Sosial? Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika Dinas Sosial lebih sering berkolaborasi dengan pihak lain dalam memberikan bantuan?"
i. Kualitas Pelayanan: "Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial? Apakah pelayanannya cepat dan adil?"
j. Pendampingan & Pelatihan: "Selain bantuan langsung, apakah Bapak/Ibu memiliki harapan akan adanya program pendampingan atau pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi?"
5. Indikator Identitas (Identity)
f. Persepsi Peran Instansi: "Ketika mendengar nama Dinas Sosial, apa yang terlintas di pikiran Bapak/Ibu mengenai perannya dalam membantu masyarakat?"
g. Penghubung Bantuan: "Apakah Bapak/Ibu melihat Dinas Sosial sebagai lembaga utama yang menjadi penghubung Bapak/Ibu dengan berbagai jenis bantuan sosial?"
h. Pelayanan Berbasis Nilai: "Apakah Bapak/Ibu dapat merasakan adanya ciri khas pelayanan yang mencerminkan welas asih dan keadilan sosial dalam interaksi dengan petugas Dinas Sosial?"
i. Dampak Kesetaraan: "Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan dari Dinas Sosial membantu menciptakan kesetaraan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi Bapak/Ibu?"
j. Peran Pengelola: "Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang peran Dinas Sosial sebagai pengelola program-program bantuan pemerintah?"
6. Indikator Tingkah Laku (Behavior)
f. Proses Pendataan: "Apakah Bapak/Ibu pernah didatangi oleh petugas dari Dinas Sosial untuk pendataan? Mohon ceritakan pengalaman tersebut."
g. Partisipasi Program: "Apakah Bapak/Ibu pernah berpartisipasi dalam program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial?"
h. Penyaluran Bantuan: "Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terkait penyaluran bantuan yang diterima? Apakah rutin dan tepat waktu?"
i. Pendampingan Sosial: "Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pendampingan atau konseling dari petugas Dinas Sosial?"
j. Respons Pengaduan: "Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba menyampaikan keluhan atau pertanyaan kepada Dinas Sosial? Jika ya, bagaimana respons yang diberikan?"
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